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ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan audit laporan dana kampanye dalam
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 5 tahun
2011; UU Nomor 15 Tahun 2011;; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke
dua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat
KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor



8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389).

Dalam Keputusan KPU Nomor 148/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :

1. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor
121/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 Desember 2016.
- Lampiran 47 Halaman.



